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vABSTRAK
ANDIKA ADHYAKSA (B12113364) Tinjauan Hukum Administrasi Negara
Terhadap Pelayanan Pemakaman di Kota Makassar (dibimbing oleh
Andi Pangerang Moenta dan Hamzah Halim).
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan biaya
lahan pemakaman di kota Makassar dan untuk mengetahui bentuk
pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat Administrasi Negara untuk
mengefektifkan pelaksanaan pembebasan biaya pemakaman di Kota
Makassar.
Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang kemudian
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan
penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Makassar dengan mewawancarai Kepala UPTD Pemakaman dan Tempat
Pemakaman Umum Sudiang dengan mewawancarai Kepala Pengelola TPU
Sudiang dan Tukang Gali Kubur TPU Sudiang serta Mewawancarai Pihak
Keluarga Almarhum.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pembebasan
biaya lahan pemakaman di Kota Makassar dilaksanakan oleh pemerintah
Kota Makassar dengan mengikuti Ketentuan dari Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 8 tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat khususnya di Pasal 3 ayat 2 mengenai persyaratan yang
harus dilengkapi untuk mendapatkan pelayanan yang bebas dari retribusi dan
Dinas Lingkungan Hidup selaku Lembaga yang menaungi mengenai
pemakaman memberikan Surat Izin Penguburan Jenazah dan Surat Izin
Pemakaman yang dijadikan surat pengantar ke lokasi pemakaman. Dalam
pelaksanaannya menunjukkan masih maraknya pungutan liar oleh beberapa
pihak sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah tersebut masih
belum berjalan secara efektif. 2) Bentuk pengawasan yang dilakukan Oleh
Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi adanya pungutan yang dilakukan
oleh pihak-pihak tertentu yakni melakukan peninjauan langsung ke lokasi
pemakaman tiap minggunya, menekankan kepada pengelola TPU untuk
melaporkan Ke Dinas Lingkungan Hidup jika ada pihak yang melakukan
pungutan, serta merencanakan pembuatan sanksi bagi pihak-pihak yang
melanggar apa yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun
2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Kata Kunci : #Pemakaman #PembebasanBiaya #Retribusi
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ABSTRACT
ANDIKA ADHYAKSA (B12113364) Overview of Administrative Law Against
Funeral Service in Makassar (the adviser by Andi Hamzah Pangerang Moenta
and Halim).
This study aimed to investigate the implementation of the cost of acquisition of land
burial in the city of Makassar and to determine the form of supervision that must be
carried out by officials of the State Administration for the effective implementation of
the acquisition cost of a funeral in the city of Makassar.
The using of the data in this study is qualitative then will be presented descriptively,
which is to analyzing, explaining, and describing in accordance with the problems
closely related to this research. This research was conducted at the Environmental
Office by interviewing the Head of UPTD Cemeteries Makassar and Public Cemetery
Sudiang by interviewing the head of business and Plumbers TPU Sudiang, dig the
graves of TPU Sudiang and Interviewing Deceased Family Party.
Results showed that 1) The acquisition cost of land burial in the city of Makassar
implemented by the government of Makassar by following the provisions of the
Local Regulation Makassar City No. 8 of 2009 concerning that Funeral Service and
ashing corpse in particular in Article 3, paragraph 2 of the requirements that must be
completed to obtain service which is free of the levy and the Environment Agency as
the institution that cope with the funeral which provides corpse burial Permit and
Permit cemetery which used as a letter of introduction to the burial site. In the
execution, it is still rampant extortion by some parties so that it can be said that the
regional regulation is still not working effectively. 2) forms of supervision which
conducted by the Environment Agency in addressing the levies made by certain
parties that do a review directly to the location of the cemetery every week,
emphasized to the manager of TPU's to do a report to the Environment Agency if in
case there are those who do levies, as well as plan manufacture of sanctions for those
who violate what is specified in the Regional Regulation No. 8 of 2009 concerning
Funeral Service and ashing corpse.
Keywords: # funeral #feewaiver #Retribustion
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemikiran negara hukum timbul sebagai reaksi atas konsep negara
polisi (polizei staat). Dengan mengikuti Hans Nawiasky, Polizei terdiri atas
dua hal, yaitu sicherheit polizei dan verwaltung (wohfart) polizei. Sicherheit
polizei berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, verwaltung
(wohfart) polizei yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau
penyelenggaraan semua kebutuhan hidup warga negara. Oleh karena itu,
Negara polisi (polizei staat) artinya Negara yang menyelenggarakan
ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup
warga negaranya1
Berdasarkan tujuan bernegara dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa cita
negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.2 Penerapan
konsep negara hukum walfare state sangat berperan dalam memenuhi
tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat guna
1 Romi Libryianto, Ilmu Negara (Suatu Pengantar), (Makassar : Pustaka Refleksi, 2012), hlm.
153
2 Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2mewujudkan tujuan bernegara yang diatur pada pembukaan undang-undang
dasar Negara Republik Indonesia alenia keempat. Kehadiran pemerintah
yang ikut campur dalam perekonomian Negara sangat mendorong
tercapainya tujuan bernegara tersebut yang nantinya kan menghasilkan
kemakmuran dalam suatu Negara.
Terkait dengan hal tersebut, dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan yang tertib administratif dan sejalan dengan nilai pancasila dan
demokrasi, dalam upaya pencapaian tujuan Negara, maka
kekuasaan/kedaulatan rakyat yang besar tersebut diberikan kepada otoritas
Negara (menjadi kekuasaan Negara). Sehingga, kekuasaan Negara yang
ada tersebut dibangun untuk mewujudkan tujuan Negara.
Hukum administrasi merupakan suatu bentuk dari performa Negara
kesejahteraan. Hukum Administrasi merupakan alat (tools) untuk memberikan
limitasi pada kekuasaan suatu negara agar tidak bertindak secara sewenang-
wenang dan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Van Vollenhoven dalam
Prins. WF. menyatakan bahwa “untuk sebahagian hukum administrasi
merupakan pembatas terhadap kebebasan pemerintah, jadi merupakan
jaminan bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah. Akan tetapi untuk
sebahagian besar hukum administrasi mengandung arti pula, bahwa mereka
yang harus taat kepada pemerintah menjadi terbebani dengan berbagai
kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai dimana batasnya, dan
3berhubung dengan itu, berarti juga, bahwa wewenang pemerintah menjadi
luas dan tegas batasnya”.3 Sebagaimana diketahui bahwa konsepsi dasar
dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah bagaimana
agar tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat memberikan pelayanan
yang terbaik bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya baik
secara lahiriah maupun batiniah.4
Sebagai manusia biasa tentu tidak dapat lepas dari dua peristiwa
penting dalam kehidupannya yaitu kelahiran dan kematian. Kelahiran akan
menjadi masalah apabila daya reproduksi manusia tidak dapat dikendalikan
sehingga reproduksinya tinggi yang dapat menimbulkan pertambahan
penduduk meningkat. Terkhusus untuk kematian, salah satu permasalahan
yang timbul pada saat ini ialah terkait dengan kewajiban masyarakat
terhadap jenazah dan perawatannya yakni memandikan, mengafankan,
menshalatkan, mengiring atau mengantarkan jenazah serta memakamkan
jenazah.
Terkait dengan pemakaman, permasalahan lahan pemakaman dalam
kehidupan bermasyarakat sudah menjadi salah satu masalah sosial dalam
kehidupan bangsa Indonesia khususnya di kota Makassar. Kebutuhan lahan
3 Mas Bakar, 2010, Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi, Rangkang
Eduction, Yogyakarta, hlm. 6-7.
4 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Makassar : Identitas Universitas hasanuddin,
2013) hlm 139
4untuk pemakaman tiap tahunnya kemungkinan terus bertambah sesuai
dengan pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat. Apalagi
hamparan lahan untuk pemakaman tidak terlalu diprioritaskan jika
dibandingkan fasilitas kota lainnya. Selain persoalan pengadaan lahan bagi
tempat pemakaman, persoalan biaya lahan pemakaman juga merupakan hal
yang tidak dapat lepas dari bayang bayang masyarakat.
Salah satu kasus yang pernah terjadi di Makassar yakni salah satu
keluarga terpaksa menunda penguburan keluarganya yang meninggal dunia
dikarenakan tidak memiliki kemampuan untuk mengurus segala hal yang
terkait dengan pengadaan atau pembelian perlengkapan mayat termasuk
biaya sewa mobil ambulance.5 Ini menunjukkan bahwa permasalahan
mengenai pelayanan pemakaman belum sepenuhnya menjadi perhatian bagi
Negara khususnya pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk
mengurus wilayahnya.
Sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia, anggota keluarga
berkewajiban mengurus segala biaya pemakaman keluarganya yang telah
meninggal dunia termasuk biaya pemakaman dan sewa makam. biaya
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan
penguburan dan pengabuan mayat termasuk penggalian dan pengurungan,
5 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial
Di Kota Makassar, http://ojs.unm.ac.id/indek.php/iap/article/download/1817/814, diakses
tanggal 05 desember 2016 pukul 05.08 WITA.
5dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran termasuk dalam retribusi
jasa umum yang pengelolaannya dikelola oleh pemerintah daerah dan
merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran
paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah
kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas
dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian
otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam
pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta
untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.
Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah
kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi
pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang
memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi
pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang
memadai justru merupakan tantangan.
6Demi terwujudnya Negara hukum kesejahteraan, salah satu tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah yakni mewujudkan adanya pembebasan
biaya lahan pemakaman. Pembebasan biaya lahan pemakaman yang
dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk upaya tindakan
pemerintah demi tercapainya kemakmuran rakyat yang merupakan salah
satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar.Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi
Sulawesi selatan yang dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan
untuk mengurus daerahnya termasuk permasalahan mengenai pelayanan
pemakaman. Dalam hal wewenang, pengelolaan pemakaman didelegasikan
walikota kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan biaya pemakaman
telah mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Makassar dengan dibuatnya
Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelayananan-pelayanan yang
diberikan pemerintah dalam hal pemakaman yakni Peraturan Daerah No 8
tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Pembebasan biaya merupakan salah satu wujud atau kehendak yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar demi meringankan beban bagi
masyarakat yang sedang berduka.
Kedudukan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan wujud konkretisasi
7penyelenggaraan otonomi oleh pemerintah daerah Kota Makassar dalam
urusan Pemakaman dan pengabuan mayat. Hal ini tentu sejalan dengan
pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 1 yang
menentukan bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan Undang-Undang, dan ayat 2 yang menentukan
bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.6
Sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Makassar No. 8 tahun 2009 berbunyi “Pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat bagi penduduk kota dibebaskan dari retribusi meliputi :
pengangkutan jenazah dalam wilayah kota; pemakaman/penguburan mayat
dalam wilayah kota; dan pengabuan/pembakaran mayat dalam wilayah
kota“.7
Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah No 8 tahun 2009 tentang
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, semua persoalan biaya
pemakaman yang meliputi pengangkutan jenazah dalam wilayah kota,
6 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar No 8 tahun 2009 Tentang Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8pemakaman atau penguburan mayat dalam wilayah kota dan pengabuan
atau pembakaran mayat dalam wilayah kota telah dibebaskan sesuai
ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Makassar No 8 tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat.
Meski biaya pemakaman dinyatakan gratis oleh Pemerintah Kota
Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat, namun kenyataannya masyarakat masih dikenakan biaya
pemakaman di beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU). Sebagai
contoh, Daeng Ali sebagai mandor tukang gali kubur di TPU Sudiang
Makassar mengatakan biaya pemakaman di TPU Sudiang Makassar
terbilang sangat murah jika dibandingkan dengan TPU lainnya. Di TPU
Sudiang, biaya pemeliharaan makam biasanya senilai 300 ribu hingga 700
ribu selama 5 tahun dalam artian bahwa peneliti mendapatkan temuan di
lapangan bahwa biaya tersebut difleksibelkan, jika keluarga almarhum
dipandang mampu maka pengelola pemakaman membebankan biaya
pemakaman sampai 700 ribu rupiah. Begitupun sebaliknya, jika keluarga
almarhum dipandang kurang mampu maka pengelola membebankan biaya
yang kurang sedikit. Hal ini masih dianggap lebih baik jika dibandingkan
dengan pelayanan pemakaman di TPU lainnya. Di TPU Beroanging dan TPU
9dadi bahkan sampai 1,5 juta jika ingin dimakamkan disana, jika tak dibayar
sebesar demikian dipastikan tidak dapat dikuburkan.8
Dalam acara tanya jawab yang dilaksanakan di tahun 2014 dan diliput
oleh pihak tribun timur antara seorang masyarakat yang bertempat tinggal
disudiang dengan kepala dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar,
dimana seorang masyarakat tersebut menanyakan mengenai biaya yang
harus dikeluarkan untuk pemakaman ayahnya. Kepala dinas pertamanan dan
kebersihan kota Makassar menegaskan bahwa “ pajak pemakaman itu hanya
sebesar 50 ribu rupiah dan itu dibayar sekali dalam setahun”. Kemudian
ditegaskan lagi bahwa biaya pemugaran akan dikenakan tarif 250 ribu rupiah
dan hanya dibayar sekali. Ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah
pada Pasal 4 Kota Makassar No 8 tahun 2009 Tentang Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat tentang biaya pelayanan”.9 Biaya
pelayanan yang diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah No 8 tahun 2009
Tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan biaya
yang tidak dibebaskan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagaimana yang
diatur pada Pasal 3 Peraturan Daerah Tersebut.
8 Biaya Pemakaman di TPU Kota Makassar tak Gratis?, http://kedai-
berita.com/2016/09/09/biaya-pemakamam-di-tpu-kota-makassar-tak-gratis/, diakses pada
tanggal 23 November 2016 pukul 16:26 WITA
9 Berapa biaya pajak pekuburan di Sudiang, http://makassar.tribunnews.com/tag/dinas-
kebersihan-dan-pertamanan-kota-makassar, diaksese tanggal 05 desember pukul 10.48
WITA.
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Berdasarkan pemaparan diatas, maka sangatlah jelas menunjukkan
adanya segelintir orang yang memanfaatkan situasi pemakaman sebagai
ajang untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan
oleh hukum yang dimana bertentangan dengan Peraturan Daerah No.8 tahun
2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Selain itu
dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah No 8 tahun 2009 tentang
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang semata mata dibuat
untuk menangani permasalahan pemakaman di kota Makassar belum
terealisasikan secara maksimal. Belum maksimal dalam artian masih adanya
pihak yang mencoba mencari keuntungan sebagaimana dibahasakan pada
pembahasan di atas sehingga tujuan diciptakannya peraturan ini menjadi
tidak jelas. Selain dari hal tersebut, kurangnya pengawasan yang dilakukan
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam penyelenggaraan
pelayanan pemakaman yang menjadi tujuan dibentuknya Peraturan Daerah
Tersebut.
Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang dituangkan dalam rencana skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum
Administrasi Negara Terhadap Pelayanan Pemakaman di Kota
Makassar“.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah beberapa
rumasan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan biaya lahan pemakaman di
Kota Makassar ?
2. Bagaimana bentuk Pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat
Administrasi Negara untuk mengefektifkan pelaksanaan pembebasan
biaya pemakaman di Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan biaya lahan pemakaman
di Kota Makassar .
2. Untuk mengetahui bentuk Pengawasan yang harus dilakukan oleh
pejabat Administrasi Negara untuk mengefektifkan pelaksanaan
pembebasan biaya pemakaman di Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi
yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan
12
masyarakat luas khususnya tentang pelayanan pemakaman di
kota Makassar.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Negara Hukum
1. Pengertian Negara Hukum
Hukum adalah sebuah instrumen atau sarana untuk menghasilkan
suatu tujuan yang hendak dicapai. Dikaitkan dengan konsepsi bernegara
hukum maka hukum haruslah menjadi instrumen atau sarana yang efektif
untuk mencapai tujuan bernegara hukum. Bagaimana menciptakan atau
mewujudkan hukum sebagai instrument atau sarana yang efektif mencapai
tujuan bernegara hukum tentunya tidak lepas dari kebijakan pembangunan
hukum yang dilakukan guna melahirkan atau mewujudkan sebuah system
hukum yang utuh dan komprehensip.10
Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan
dengan konstitusi Negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan
tentang pembatasan kekuasaan Negara untuk menjamin kemerdekaan dan
hak-hak dasar warga Negara dan perlindungannya.11
Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh
plato ketika ia menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia
tuanya. Sementara dalam dua tulisan pertama, politeia dan politicos, belum
muncul istilah Negara hukum. Dalam nomoi, plato mengemukakan bahwa
10 Aminuddin Ilmar, Membangun Negara Hukum Indonesia, (Makassar: Phinatama Media,
2014), hlm.5.
11 Nurul Qamar, Hak Asasi manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013), hlm. 26.
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penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan
(hukum) yang baik. Gagasan plato tentang Negara hukum semakin
dipertegas pada muridnya, Aristoteles yang menuliskannya dalam buku
politician. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang
diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga
unsur pemerintahan yang berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan
untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut
hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat
secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan
atas kehendak rakyat.12
Gagasan Negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan
tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian muncul kembali
secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep
rechtstaat yang dimana terdiri atas unsur-unsur yakni :
1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2006, hlm. 2.
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Dan munculnya konsep rule of law yang dimana unsur-unsurnya :
1. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan kesewenang-
sewenang, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau
melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, dalil ini berlaku baik
untuk orang biasa maupun untuk pejabat
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-
keputusan pengadilan.13
2. Konsep Negara Hukum
Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum mengalami
penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya:
a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle)
yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-
benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
13 Ibid., hlm. 66.
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f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga
negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah;
g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang
merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakuran warga negara.14
3. Negara Hukum Demokratis
Terdapat korelasi yang jelas antara Negara hukum, yang bertumpu
pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan
rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari
kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam system demokrasi,
penyelenggaraan Negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan
kepentingan rakyat. Implementasi Negara hukum harus ditopang dengan
sistem demokrasi. Hubungan antara Negara hukum dan demokrasi tidak
dapat dipisahkan.  Dikatakan sebagai Negara hukum demokratis karena
didalamnya mengakomodir prinsip-prinsip Negara hukum dan prinsip-prinsip
demokrasi.15
J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip Negara hukum dan
prinsip-prinsip demokrasi;
1. Prinsip-Prinsip Negara Hukum
a. Asas legalitas
14 Ibid., hlm. 5.
15 Ibid., hlm. 8.
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Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan
dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-
undang secara umum harus memberikan jaminan  (terhadap warga negara)
dari tindakan (pemerintah) yang sewenang wenang, kolusi, dan berbagai
jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ
pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis
(undang-undang formal);
b. Perlindungan hak-hak asasi;
c. Pemerintah terikat pada hukum;
d. Monopoli paksaaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.
Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus
menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan
hukum.  Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum
melalui sistem peradilan negara.  Memaksakan hukum publik secara prinsip
merupakan tugas pemerintah;
e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka.
Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya
dilaksanakan organ pemerintahan.Oleh karena itu, dalam setiap negara
hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang berbeda.
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2. Prinsip-Prinsip Demokrasi
a. perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu Negara dan
dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih
melalui pemilihan umum.
b. pertanggungjawaban politik, organ-organ pemerintahan dalam
menjalankan fungsi sedikit banyak tergantung secara politik yaitu
kepada lembaga perwakilan.
c. pemencaran kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat
pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh
karena itu, kewenangan badan-badan public itu harus dipencarkan
pada organ-organ yang berbeda.
d. pengawasan dan kontrol, pemerintahan harus dapat dikontrol
e. kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum
f. rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. 16
4. Negara kesejahteraan
Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran
Negara hukum yang kini dianut oleh Negara-negara di dunia khususnya
setelah perang dunia kedua adalah Negara kesejahteraan (walfare state).
Konsep Negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state
atau penjaga malam. Dalam konsepsi legal state terdapat prinsip
staatsonthoulding atau pembatasan peranan Negara dan pemerintah dalam
16 Ibid., hlm. 9-10.
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bidang politik yang bertumpu pada dalil the least government is the best
government, dan terdapat prinsip laissez faire, laissez aller dalam bidang
ekonomi yang melarang Negara dan pemerintah mencampuri kehidupan
ekonomi masyarakat. Akibat pembatasan ini, pemerintah dan administrasi
Negara bersifat pasif dan menimbulkan banyaknya kerusuhan sosial yang
terjadi dalam kehidupan warga Negara.17
Kegagalan implementasi dari gagasan Negara penjaga malam
mengakibatkan munculnya gagasan Negara kesejahteraan atau walfare
state. Dalam gagasan ini pemerintah haruslah bertanggung jawab dalam
kehidupan masyarakat. Kemudian pada gagasan walfare state, muncul
kekuasaan yang dikenal sebagai freiss ermessen yang dimana pemerintah
dapat bertindak dengan inisiatifnya sendiri dalam menyelesaikan persoalan
sosial. Dalam gagasan ini pemerintah diharapkan dapat bertanggung jawab
dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.
Sehubungan dengan diterimanya konsep Negara kesejahteraan dalam
UUD NRI 1945, Mattutu.M. menyebutkan beberapa asas - asas pokok
Negara kesejahteraan, yaitu :
1. Dalam Negara kesejahteraan modern, yang diutamakan adalah
terjaminnya hak-hak asasi sosial dan ekonomi rakyat.
17 Ibid., hlm. 14
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2. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih
diutamakan dibanding pembagian kekuasaan yang berorientasi politis,
sehingga organ eksekutif lebih berperan daripada legislatif.
3. Hak milik tidak lagi bersifat mutlak, tetapi berfungsi sosial.
4. Tujuan dan fungsi Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan
keamanan, tetapi juga dalam bidang sosial, ekonomi, kultural sehingga
planning menjadi alat penting dalam Negara.
5. Kaidah-kaidah Hukum Administrasi  sebagian besar berdimensi luas
dan membebankan kewajiban tertentu kepada rakyat.
6. peranan hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai
konsekwensi semakin luasnya peranan Negara.
7. Lebih bersifat Negara hukum materiil sehingga mementingkan pula
keadilan sosial yang materiil pula.
8. Kekuasaan dalam Negara semata-mata adalah kekuasaan rakyat.18
B. Hukum Administrasi Negara
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara
Berbicara mengenai hukum administrasi negara artinya berbicara
tentang hukum yang dijadikan oleh para administrasi negara untuk dapat
menjalankan (pelaksanaan) suatu pemerintahan yang baik. Berbicara tentang
hukum administrasi negara tak terlepas dari hukum tata negara. Hanya saja
18 Mas Bakar, Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi, (Yogyakarta :
Rangkang Eduction), hlm. 4-5.
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ada perbedaan yang mendasar dari kedua hukum yang mengatur tentang
tata kelola pemerintahan tersebut. Dimana hukum tata negara mengatur
negara dalam keadaan diam sedangkan hukum administrasi negara
mengatur negara dalam keadaan bergerak. Ada beberapa pendapat pakar
hukum administrasi negara yang memberikan gambaran tentang lingkup dari
hukum administrasi negara. Menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,
yang termasuk ke dalam golongan yang membedakan kedua cabang ilmu
hukum ini secara principal antara lain Christian van vollenhoven. Tulisannya
yang pertama mengenai hal tersebut adalah ”Thorbecke enhet
Administratiefrecht” . Dalam buku ini, Van Vollenhoven mendifinisikan bahwa
Hukum Administrasi Negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang
mengikat  badan-badan negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika
badan badan itu mulai menggunakan wewenangnya yang ditentuntukan
dalam Hukum Tata Negara.
C. Van Vollenhoven membagi hukum administrasi Negara menjadi beberapa
bagian.
a. Bestuurrecht (hukum pemerintahan).
b. Justitierecht (hukum peradilan), yang terdiri dari :
1. Staatrechterlijke rechtspleging (hukum tata Negara formal/ peradilan
tata Negara);
2. Burgerlijke rechtspleging (hukum acara perdata);
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3. Administratieve rechtspleging (hukum administrasi formal/peradilan
administrasi Negara);
4. Strafrechtspleging (hukum acara pidana)
c. politierecht (hukum kepolisian).
d. Regelaarsrecht (hukum proses perundang-undangan).
Sementara itu pada karangannya yang kedua, Van Vollenhoven
mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara tidak bermaksud hanya
mengekang pemerintah agar jangan bertindak sewenang-wenang dengan
kekuasaannya, melainkan memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk
menyelenggarakan kepentingan rakyat, bahkan juga menentukan kewajiban-
kewajiban kepada rakyat sesuai dengan paham kesejahteraan yang dianut
oleh negara(welvaartstaats-gedachte).19
Sementara itu, J.H.A. Logemann berpendapat bahwa Hukum
Administrasi Negara meliputi peraturan-peraturan khusus, yang disamping
hukum perdata positif yang berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi
negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat. Kemudian E. Utrecht
mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang
mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara.20
19 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata negara, (Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada, 2014), hlm. 45-47.
20 Phillipus M Hadjon. DKK, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Gajah
Mada University Press, 2011), hlm. 23-24.
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Prajudi Atmosudirdjo merumuskan definisi kerja Hukum Administrasi
negara adalah hukum yang secara khas mengenai seluk beluk daripada
administrasi negara dan terdiri atas dua tingkatan, yakni:
1. Hukum Administrasi Negara Heteronom : bersumber pada Undang-
Undang Dasar NRI 1945, TAP MPR, dan Undang-Undang yang
mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi Negara
2. Hukum Administrasi Negara Otonom : Hukum operasional yang
cipta oleh Pemerintah dan Administrasi Negara sendiri. 21
2. Sumber Hukum Administrasi Negara
Adapun sumber-sumber Hukum Administasi Negara :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti
Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Menteri
- Peraturan Daerah
- Yurisprudensi
- Hukum tidak tertulis
- Hukum Internasional
21 Ibid., hlm. 26.
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- Keputusan Tata Usaha Negara
- Dan Doktrin22
C. TEORI KEWENANGAN
1. Pengertian Kewenangan
Pengertian kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan
tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan memang menarik
karena secara alamiah manusia sebagi makhluk sosial memiliki keinginan
untuk diakui eksistensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya dan
salah satu faktor pendukung dari eksistensi tersebut adalah memiliki
kewenangan.23
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai
dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap
Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum dalam sistem
Kontinental. Dengan kata lain, setiap penyelenggraan kenegaraan dan
pemerintahan harus memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang
diberikan oleh Undang-Undang.24
22 Ibid., hlm. 55-65.
23 Pengertian Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
24 Ridwan HR, Op.cit., hlm  90
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H.D. Stout dengan menyitir pendapat Goorden mengatakan bahwa
wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit
diberikan oleh pembuat Undang-Undang kepada subjek hukum publik.
Kemudian menurut F.P.C.L. Tonnaer mengatakan bahwa kewenangan
pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk
melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan
hukum antara pemerintah dengan warga Negara.25
Dalam literature hukum adminitrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang
sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah
kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang26. Menurut Bagir Manan,
wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan
(Macht) hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat
sedangkan wewenang dalam hukum sekaligus hak dan kewajiban. Dalam
kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan
untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri dan kewajiban secara
horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan
sebagaimana mestinya. Dan vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan
25 Ibid., hlm. 98.
26 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Makassar : Identitas Universitas hasanuddin,
2013), Hlm.101
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pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara
keseluruhan.27
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan
Berdasarkan Prinsip atau Pilar utama penyelenggaraan pemerintahan
di Negara Hukum yakni Asas Legalitas, maka tersirat bahwa wewenang
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber
wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara
teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan
diperoleh melalui tiga cara yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Indroharto
mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan
yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Disini dilahirkan
atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan,  bahwa
legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang
pemerintahan itu dibedakan antara;
1. yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita ditingkat
pusat adalah MPR sebagai pembentuk konsitusi dan DPR bersama-sama
dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-undang dan
ditingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan
peraturan daerah.
27 Ibid., hlm. 99.
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2. yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti Presiden yang
berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan
pemerintah, dalam mana diciptakan wewenang pemerintahan kepada badan
atau jabatan pemerintahan tersebut.
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. Van Wijk/ Williem
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:
- Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan
- Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.28
3. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Dinas Lingkungan Hidup Daerah pada awalnya bernama Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Namun seiring perkembangan,
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dilebur dengan Badan
Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar sehingga saat ini bernama Dinas
Lingkungan Hidup Kota Makassar. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Makassar sebagai Institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar
28 Ridwan HR, Op.cit., Hlm. 101-102.
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yang pembentukannya diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar
dapat memberikan inspirasi dan imajinasi dalam mengakomodasi dan
memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang
pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) serta pemakaman.
Selain daripada itu institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas
dalam mengakselerasikan hasil pembangunan mendukung terciptanya
pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas kinerjanya diharapkan
akan lebih efektif dan efisien. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup sesuai
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam kedudukannya
merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar dengan :
- Tugas Pokok :
Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar memiliki tugas pokok
merumuskan, membina, mengendalikan kebijakan di bidang pertamanan,
penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan /
persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir
Sampah (TPA)
- Fungsi :
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota,
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penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di
bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota,
penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan
Tempat Pembuangan Akhir Sampah
c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja sama
dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan
(dekorasi) kota, penyelenggaraan kebersihan / persampahan, pengelolaan
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
d. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta
masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi)
kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan
pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
e. Pelayanan perizinan pemakaman
f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya
g. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
30
h. Pembinaan unit pelaksana teknis29
D. Teori Efektivitas Hukum
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efetivitas  sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna
atau menunjang tujuan. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat
keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam
arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sementara itu berbicara mengenai Efektivitas hukum merupakan proses
yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin
mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama
harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar
target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa
aturan hukum yang bersangkutan adalah afektif. Namun demikian, sekalipun
dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat
mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati
atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.30
29 Repository.unhas.ac.id, diakses tanggal 02 maret 2017
30 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang((legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009)  hlm. 376.
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Banyak hal yang memungkinkan seseorang taat terhadap hukum,
jenis ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelman adalah sebagai
berikut :
1. Ketaatan bersifat Compliance, orang menaati hukum karena takut kena
hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang
dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari
kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati
hukum dari dalam diri.
2. ketaatan yang bersifat identification, ketaatan kepada suatu aturan karena
takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu
suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan
pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara
keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu.
3. ketaatan yang bersifat internalization, ketaatan pada suatu aturan karena
ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuia dengan nilai intrinsik yang
dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau
perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi
penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang
32
yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri
dengan yang tak bisa diacuhkan.31
Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang
berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap
hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu
saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan
terhadap keduanya:
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor faktor
apa yang mempengaruhinya;
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan
faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. 32
Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka
kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang undangan,
banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
31 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers,
1982)  Hlm. 49-50.
32 Achmad Ali, Op.cit. hlm. 376.
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c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan
didalam masyarakatnya.
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat),
yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation
(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak
mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan
optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak
hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri
mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas
bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena
terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan
tersebut.33
E. PERIZINAN
1. Pengertian Perizinan
Tidaklah mudah memberikan definsi apa yang dimaksud dengan izin,
hal ini dikemukakan oleh Sajchran Basah. Pendapat yang dikatakan Sajchran
33 Ibid. hlm. 378-379.
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Basah agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti
dikemukakan van der Pot, Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een
definitie te vinnden. Hal ini disebabkan oleh antara pakar tidak terdapat
persesuaian paham, masing – masing melihat dari sisi yang berlainan
terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan
berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang
beragam.34
Menurut Utrecht, bilamana pembuat peraturan tidak umumnya
melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja
diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka
perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut
bersifat suatu izin (vergunning)35
Berikut definisi tentang izin yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum ;
Menurut Sajhran Basah, Izin adalah perbuatan Hukum Administrasi
Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal Kontreo
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh
ketentuan perundang undangan yang berlaku. 36 Kemudian menurut Bagir
Manan menyebutkan bahwa Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan
dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
34 Ridwan HR, Op.cit., Hlm 196
35 Ibid., Hlm. 198
36 Juniarso Ridwan Dkk, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung :
Nuansa Cendekia, 2014), Hlm. 92
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memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara
umum dilarang. Kemudian menurut ahli hukum belanda N.M. Spelt dan
J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Izin
merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam
Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis
untuk mengemudi tingkah laku para warga.37 Berdasarkan pendapat para
pakar, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi
satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada
peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.
2. Unsur-Unsur Perizinan
Beberapa Unsur dalam Perizinan diantaranya :
a. Instrumen Yuridis
Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak
hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi
juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan
kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan
merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan.
Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan
wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini
37 Ridwan HR, Op.cit., Hlm 199
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muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa
individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud
dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin
termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan
yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh
seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan
demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang
bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk
menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.
b. Peraturan Perundang-undangan
Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah welmatigheid van
bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam
menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus
didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan dalam
hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus
berdasarkan pada asas legalitas
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c. Organ Pemerintah
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah
baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah,
dari penulusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan
dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden)
sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang
memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara
(termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang
dijabatnya baik tingkat pusat maupun daerah.
d. Peristiwa Konkret
Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk
ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa
konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi
pada waktu tertentu, orang tertentu, temapt tertentu, dan fakta hukum
tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan
keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai
keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang
cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin
dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.
e. Prosedur dan Persyaratan
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu
yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping  harus
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menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi
persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh
pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu
berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi
izin.38
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan
Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak
instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat
adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui
bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud.Ini berarti
persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali
dalam memfungsikan izin itu sendiri.
Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan
konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan
keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan
sebagai berikut;
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas
tertentu (misalnya izin bangunan).
b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
38 Ibid., Hlm. 202-207.
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c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin
membongkar pada monument-monumen).
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di
daerah padat penduduk)
e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan
aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”, di mana
pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).39
F. TEORI PENGAWASAN
Secara bahasa, pengawasan adalah penilikan atau penjagaan.
Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai
sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan,
dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,
direncanakan, atau diperintahkan. Menurut S.P Siagian, Pengawasan
sejatinya adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya.40
Pengawasan bekerja pada saat pelaksanaan tugas pokok organisasi
sedang berlangsung dan diharapkan segera bias mengoreksi pelaksanaan
39 Ibid., Hlm. 207-208
40 S.P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta : Gunung Agung Jakarta, 1990), Hlm. 107
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kegiatan apabila diketahui ada penyimpangan. Penyimpangan disini berarti
ada kegiatan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan undang-undang,
prosedur atau juklak yang ditetapkan yang kalau tidak dikoreksi akan
menyebabkan organisasi akan menyimpang jauh dari tujuannya.
Menurut Victor M Situmorang, dalam suatu negara terlebih-lebih dalam
negara yang sedang berkembang atau membangun, maka
control/pengawasan sangat urgen atau penting baik pengawasan secara
vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud
atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai
tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula
diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yakni :
1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung
a. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara
pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti,
memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima
laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan
dengan inspeksi.
b. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-
laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis,
mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.
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2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif
a. Pengawasan Preventif
Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan
mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja,
rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber
lain.
b. Pengawasan Represif
Dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern
a. Pengawasan Intern
Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat
dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan
oleh pucuk pimpinan sendiri.
b. Pengawasan Ekstern
Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di
luar organisasi itu sendiri. 41
Di Samping itu, Menurut Victor M Situmorang, rmacam-macam pengawasan
dilihat dari bidang pengawasannya, yakni:
1. Pengawasan anggaran pendapatan (budgetary control)
41 Victor M Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Ligkungan Aparatur Pemerintah,
( Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 27.
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2. Pengawasan biaya (cost control)
3. Pengawasan barang inventaris (Inventory control)
4. Pengawasan produksi (Production control)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (Quality control)
6. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control) 42
Adapun macam-macam pengawasan yang tercantum dalam Lampiran
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat yakni:
1. Pengawasan Melekat
Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus
menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara
preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional
Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional
baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan
terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
42 Ibid., Hlm. 29.
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3. Pengawasan Masyarakat
Pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan
secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang
berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau
keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik
secara langsung maupun melalui media.
4. Pengawasan Legislatif
Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap
kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan.
G. Tujuan dan Fungsi Negara
Setiap negara pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi
masing-masing negara yang dicantumkan dalam dasar atau konstitusi suatu
negara. Untuk memenuhi konsep hak menguasai negara maka tidak terlepas
dari tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana menjalankan urusan-
urusan yang ada dalam suatu negara demi tercapainya tujuan bernegara.
Dalam kepustakaan ilmu politik seringkali pengertian tentang
tujuan dan fungsi itu tidak begitu jelas diuraikan, sehingga seringkali terjadi
dalam pembahasan yang mengedepankan tujuan negara tanpa
mengindahkan fungsi negara. Banyak pakar telah menarik perbedaan yang
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tajam antara tujuan dan fungsi negara. Tujuan menunjukkan adanya sasaran
yang hendak dicapai yang terlebih dahulu sudah ditetapkan. Tujuan
mencerminkan dunia cita (ide), yakni suasana ideal yang harus diciptakan
atau dijelmakan. Dengan kata lain, tujuan bilamana sudah ditetapkan akan
menjadi suatu ide yang statis dan bersifat abstrak. Sedangkan fungsi
merupakan suatu pelaksanaan, yakni pelaksanaan dari tujuan yang telah
ditetapkan dan hendak dicapai. Menurut Roger H. Soltau, umumnya tujuan
dari negara itu tidak lain adalah memungkinkan rakyatnya untuk berkembang
secara bebas termasuk kreativitasnya. Adapun Harold J. Laski
mengemukakan tujuan negara, yakni untuk menciptakan keadaan dimana
rakyatnya dapat mencapai keinginannya secara maksimal. Dari pandangan
tersebut terlihat dengan jelas bahwa tujuan negara itu tidak lain adalah untuk
memberikan kesejahteraan semaksimal mungkin bagi warganya.
Selain tujuan bernegara, negara juga memiliki fungsi,
sebagaimana pandangan friedmann mengenai fungsi negara yang terbagi ke
dalam empat fungsi, yaitu:
1. Sebagai penyelenggara atau penjamin kesejahteraan (The state as
provider)
2. Sebagai pengatur (as regulator)
3. Sebagai pengusaha (as entrepreneur)
4. Sebagai wasit (The state as umpire)
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Selanjutnya Miriam budiardjo mengemukakan pula, bahwa negara
menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:
1. Melaksanakan penertiban (law and order), di mana fungsi ini
dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dengan mencegah
bentrokan dalam masyarakat. Fungsi ini juga disebutnya
“stabilisator”;
2. Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.
Dewasa ini fungsi kesejahteraan dianggap sangat penting terutama
bagi negara-negara baru;
3. Pertahanan, di mana diperlukan untuk menjaga kemungkinan
serangan dari luar; dan
4. Menegakkan keadalian yang dilaksanakan melalu badan-badan
peradilan.43
H. Tindakan Pemerintahan
Tindakan atau perbuatan pemerintah pada dasarnya haruslah
bertindak dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini dikarenakan tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh
menyimang atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan
43 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2012) hlm 9-13
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Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya
tindakan atau perbuatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
masyarakatnya. Tindakan pemerintahan yang baik akan melahirkan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada dalam suatu negara.
Tindakan pemerintahan dapat dikatakan berjalan dengan signifikan apabila
masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyelenggaran pemerintahan.
Tindakan atau perbuatan pemerintahan adalah suatu tindakan atau pebuatan
hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan
fungsi dan tugas-tugas pemerintahan. Tindakan atau perbuatan hukum
pemerintahan merupakan pernyataan kehendak sepihak (bukan dua pihak
sebagaimana dalam konsep hukum perdata) dari organ atau badan
pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan
hukum yang ada.
Untuk memperjelas mengenai tindakan atau perbuatan hukum
pemerintahan (beestuurs rechtshandelingen) maka perlu diuraikan unsur-
unsur apa saja yang terdapat dalam suatu tindakan atau perbuatan hukum
pemerintahan. Meminjam pendapat dari Muchsan yang menyebutkan bahwa
terdapat unsur-unsur dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yaitu
1. Tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan oleh organ atau badan
pemerintahan (aparat pemerintah) dalam kedudukannya sebagai
penguasa (overheid) maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan
(bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
47
2. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan.
3. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dimaksudkan sebagai sarana
untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
4. Tindakan atau perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan dalam
rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.44
I. Pemerintah Daerah
1. Pengertian Pemerintah Daerah
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan
dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan
daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-
daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka,
semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di
daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan
daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas
dasar permusyawaratan.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
44 Aminuddin Ilmar, Op.cit. hlm 139-151
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia.45
Pembentukan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal
18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah melahirkan
berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undang lainnya
yang mengatur tentang pemerintahan daerah , antara lain Undang-Undang
No 1 tahun 1945, Undang-Undang No 22 tahun 1948, Undang-Undang No 1
tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang No 5
tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan yang terakhir
Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara
substansial, Undang-Undang trsebut mengatur tentang bentuk susunan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.46
Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang otonomi bahwa
Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai berikut;
a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
45 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
46 Siswanto Sunarno, Op.cit., Hlm. 34
49
c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.
Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
2. Otonomi Daerah
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Dalam daerah
otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut.
a. Unsur batas wilayah
Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah
sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan
masyarakatnya dalam melakukan interaksi hukum. Disisi lain batas
wilayah sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut
wilayah perbatasan antar daerah.
b. Unsur pemerintahan
Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi
undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan
daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang
mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri.
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c. Unsur masyarakat
Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan
kesatuan masyarakat hukum, baik gemeinschaft maupun gesselschaft
jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut
mewarnai system pemerintahan daerah, mulai dari bentuk, cara berpikir,
bertindak dan kebiasaan tertentu dalam kehidupan masyarakat47
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah yang diberikan
kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri tidak serta merta mandiri
karena pemberian kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, namun
ada pembagian pembagian urusan atau kewenangan dalam pelaksanaan
otonomi daerah. Pembagian urusan-urusan tersebut diatur dalam Undang-
Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pembagian Urusan-Urusan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Urusan pemerintahan menurut Undang-Undang No 23 tahun
2014 tentang pemerintahan daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementrian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.48
47 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,
2006), hlm. 6-7.
48 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 5
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Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi
dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh
pemerintah pusat (Pemerintah); urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh pemerintah daerah provinsi; dan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.49
Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 9 klasifikasi urusan
pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.50
a. Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah (absolut) meliputi :
- Politik Luar Negeri
- Pertahanan
- Keamanan
49 Siswanto Sunarno, Op.cit., Hlm. 34.
50 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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- Yustisi
- Moneter dan Fiskal nasional
- Agama
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah
menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau pemerintah di daerah atau
dapat menugaskan kepada pemerintah daerah, dan/atau pemerintahan desa.
b. Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi
menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- Urusan Pemerintahan wajib
Urusan pemerintahan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang
berpedoman pada standar pelayanan minimal dan dilaksanakan secara
bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. 51 Urusan pemerintah wajib
yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan
Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
1). Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Pendidikan
51 Siswanto Sunarno, Op.cit., hlm 34-35.
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- Kesehatan
- Pekerjaan umum dan penataan ruang
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Sosial
2). Urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar;
- Tenaga kerja
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan hidup
- Administrasi Negara dan pencatatan sipil
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan informatika
- Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- Penanaman modal
- Kepemudaan dan olahraga
- Statistik
- Persandian
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- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan 52
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan
di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas,
serta kepentingan strategis nasional. 53
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas
negara;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau
lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
Daerah provinsi atau lintas negara;
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan
nasional.
52 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
53 Siswanto Sunarno, Op.cit., Hlm. 35.
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Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya
dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.54
54 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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- Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- Urusan Pemerintahan umum
Urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur pada pasal 25 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meliputi :
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian
Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local,
regional, dan nasional.
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di
wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
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kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.55
J. Peraturan Daerah
Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota, berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan Peraturan
Daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing
daerah dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.56
Sebagaimana dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Materi muatan Peraturan
Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan
55 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
56 Siswanto Sunarno, Op.cit., hlm. 37.
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dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut
Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. 57
Adapun lingkup wewenang membentuk Peraturan Daerah ditentukan
bahwa Peraturan Daerah mengatur urusan rumah tangga dibidang otonomi
dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi,
Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Sedangkan di bidang
tugas pembantuan mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan
pemerintahan atau kepentingan masyarakat.58
Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:
a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
b. Rencana pembangunan daerah;
c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
57 Pasal 14 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
58 Ni’matul Huda, otonomi daerah (filosofi ,sejarah perkembangan, dan problematika),
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 233-234
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d. Aspirasi masyarakat daerah.59
K. Tinjauan Umum Pemakaman
1. Pengertian Pemakaman
Kata makam berarti kuburan. Kata kuburuan berasal dari kata dasar
kubur, berasal dari bahasa Arab yang berarti memendam, memasukkan,
melupakan, mengebumikan. Kata makam juga berarti tempat, tempat tinggal,
dan kediaman.60 Kubur, dari bahasa Arab adalah kata kerja (verba) yang
berarti menanam atau memendam sesuatu, biasanya jenazah seseorang
atau bangkai hewan di dalam tanah.61 Kuburan atau pekuburan adalah
tempat dimana jenazah-jenazah dikubur. Juga disebut pemakaman.62
Para ahli fiqih telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan
jenazah hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana halnya memandikan,
mengafani dan mensalatkan. Kewajiban menguburkan ini ditetapkan
berdasarkan Al-Qur’an Surah Al-Mursalat ayat 25-26 yang artinya “ Bukankah
Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-
orang mati “. Selain itu juga dijelaskan pada Surah Abasa ayat 21 yang
artinya ‘ Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur”
59 Pasal 35 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
60 http://al-amien.ac.id/2008/11/30/makam-atau-maqam/, diakses tanggal 25 November 2016
61 http://wikipedia.org/wiki/kubur;, diakses tanggal 25 November 2016
62
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/03/17/BHS/mbm.20080317.BHS/mbm.20080
317.BHS126646.id.htm;, diakses tanggal 25 November 2016
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2. Penetapan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman di Indonesia
Secara eksplisit permasalahan penggunaan tanah telah diatur jelas di
dalam UUD RI tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.63 Melihat bunyi
dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 tersebut dapat
dihubungkan bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam
penggunaan kekayaan alam tersebut khususnya penggunaan tanah untuk
pemakaman. Kesamaan hak dalam mendapatkan tempat pemakaman umum
diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1987 tentang
Penyediaan Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat
Pemakaman yang mengatur bahwa :
1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di
Tempat Pemakaman Umum.
2) Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan
Tempat Pemakaman Bukan Umum diadakan pengelompokan
tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.
3) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada
pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di
Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 2½
(dua setengah ) meter x 1½ (satu setengah) meter dengan
kedalaman minimum 1½ (satu setengah) meter.64
63 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
64 Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan
Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
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Penyediaan dan Penetapan Lahan untuk Pemakaman dilaksanakan
oleh masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II di bawah Koordinasi
Gubernur harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau
Rencana Tata Kota dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
No 9 tahun 1987 Pasal 2 ayat (3) :
1. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya
2. Menghindari Penggunaan Tanah yang Subur
3. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
4. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
5. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.65
Sementara itu dalam hal Pengelolaannya, Tempat pemakaman di
Indonesia lebih jelasnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat
Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987,
yang penyelenggaraannya dapat dikelola oleh pemerintah untuk Tempat
Pemakaman Umum, dan tempat pemakaman Bukan Umum pengelolaannya
dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Sebagaimana bunyi
Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1987 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
yakni pada ayat (1) berbunyi “ Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang
terletak di Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan
65 Pasal 2 ayat (3)  Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan
Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
62
berdasarkan peraturan pemerintah tingkat II dan bagi Daerah Khusus Ibu
Kota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan pada
ayat (3) berbunyi “ Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan
oleh suatu Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan
dengan Izin Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan bagi Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Izin Gubernur”.66
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Makassar
- Tinjauan Umum Retribusi
Secara hukum, pajak dan retribusi dapat dilakukan penggolongan
berdasarkan kebutuhan Negara dalam membiayai pemerintahan dan
pembangunan di masa kini dan mendatang. Mengingat pajak dan retribusi
merupakan sumber pendapatan Negara maupun daerah, penggolongannya
perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya.
Sebagaimana dikatakan oleh munawir cara penggolongan dapat didasarkan
atas sifat-sifat maupun ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam masing-masing
pajak dan retribusi.67
Berbicara retribusi artinya berbicara mengenai penagihan yang
dilakukan oleh pemerintah kepada subjek retribusi yakni orang atau badan
66 Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan
Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
67 Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014 ),
Hlm. 24
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hukum yang dimana subjek hukum tersebut menerima imbalan langsung dari
penggunaan objek retribusi. Penggolongan retribusi berbeda dengan
penggolongan pajak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU PDRD
mengenai objek retribusi terdiri atas :
1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha
3. Perizinan Tertentu
Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan oleh pejabat retribusi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan hukum. Adapun jenis
retribusi umum sebagai berikut :
1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi Pelayanan persampahan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil
4. Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan parker
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kasus
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11. Retribusi pengelolaan limbah cair
12. Retribusi pelayanan tera / tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
Kemudian objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang
disediakan oleh pejabat retribusi dengan menganut prinsip komersial yang
meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh
pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak
swasta. Dengan demikian, jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut;
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parker
6. Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa
7. Retribusi rumah potong hewan
8. Retribusi pelayanan kepelabuhan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyebrangan di air
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
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Sementara itu, objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan
perizinan oleh pejabat retribusi kepada orang pribadi atau badan hukum yang
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi tertentu;
1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi gangguan
4. Retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan
Penggolongan retribusi daerah bersifat final karena UU PDRD
menganut prinsip tertutup. Dalam arti daerah tidak boleh mengadakan
retribusi daerah yang tidak sesuai dengan jenis-jenis retribusi daerah
termaksud. Ketika daerah mengupayakan retribusi yang tidak dikenal dalam
UU PDRD dalam bentuk peraturan daerah berarti suatu perbuatan hukum
yang tidak sah. Konsekuensi hukum yang timbul adalah Peraturan Daerah
tentang retribusi itu batal demi hukum, berarti dari semula tidak pernah ada.
Bahkan jenis retribusi daerah dapat tidak dipungut ketika potensi
penerimaannya kecil dan/atau  atas kebijakan nasional/ untuk memberikan
pelayanan secara Cuma-Cuma (gratis).68
68 Ibid., Hlm. 28-29.
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- Gambaran umum Peraturan daerah nomor 8 tahun 2009 tentang pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat di kota makassar
Terbentuknya peraturan daerah No. 8 tahun 2009 tentang
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan upaya yang
dilakukan oleh pemerintah kota Makassar demi mewujudkan adanya
pelayanan yang baik dan jelas dalam hal pemakaman mayat dan pengabuan
mayat. Peraturan ini semata-mata dibuat untuk mengarahkan masyarakat
kota Makassar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kota
Makassar dalam Hal pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
Dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut;
1. Ketentuan umum
2. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
3.  Pembebasan biaya pelayanan
4. biaya pelayanan
5. pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan
6. tempat pemakaman
7. ketentuan perizinan
8. larangan
9. sanksi administrasi
10. ketentuan penyidikan
11. ketentuan pidana
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12. ketentuan peralihan
13. ketentuan penutup
Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat di kota Makassar merupakan upaya
pemerintah kota Makassar dalam mengatur retribusi pemakaman dan
pengabuan mayat. Retribusi pemakaman di kota Makassar termasuk dalam
jenis retribusi jasa usaha yang dimana termasuk dalam Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
Dalam peraturan daerah ini ditekankan adanya beberapa hal yang
dibebaskan dari retribusi yakni pada pasal 3 ayat 1 pada Perda ini yakni
pengantaran jenazah, penggalian atau pemakaman, serta pengabuan mayat.
Ketiga hal tersebut merupakan kebijakan oleh pemerintah kota Makassar
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada
Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa hal-hal yang tidak dibebaskan dari
retribusi dan merupakan pendapatan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam
hal pemakaman yakni ditentukan pada pasal 4 ayat 1 pada peraturan daerah
ini. Peraturan ini semata-mata dibuat untuk mengarahkan masyarakat kota
Makassar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kota Makassar
dalam Hal pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dimana memadukan
antara bahan-bahan buku seperti peraturan perundang-undangan, buku yang
berkaitan dengan peneltian ini, dan bahan bahan buku lainnya dengan pokok
permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini bagaimana
menganalisa pelayanan pemakaman yang didasarkan pada Peraturan
Daerah No 8 tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan
mayat di kota Makassar.
B. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih
tempat penelitian di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian Dinas
Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Sudiang. Alasan penulis memilih tempat dan lokasi penelitian pada lembaga
tersebut dikarenakan lembaga tersebut yang menaungi masalah pemakaman
yang ada di kota Makassar Sehingga bahan hukum dalam penelitian ini dapat
dikumpulkan dengan lengkap dan komprehensif.
C. Jenis dan Sumber Data
Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, baik penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan dapat digolongkan dalam 2 (dua)
jenis data yaitu :
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1. Data Primer
Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
responden di lapangan atau di lokasi penelitian. Responden merupakan
pihak-pihak yang berkompeten terkait penelitian ini. Responden yang
dimaksud yakni wawancara dengan pihak-pihak yang ada di Dinas
Lingkungan Hidup Kota Makassar, pihak-pihak yang terlibat dalam
pengelolaan TPU Sudiang dan pihak keluarga Almarhum.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa
buku, dokumen, Peraturan perundang-undangan, surat kabar online, internet,
dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta menelaah
berbagai literature seperti buku kepustakaan, Koran dan karya ilmiah yang
relevan dan berkaitan dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data secara
sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
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1. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada
pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, pihak yang terkait
mengenai pengelolaan TPU Sudiang dan pihak keluarga Almarhum.
2. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu
mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan objek penelitian.
E. Analisis Data
Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data
sekunder diolah, lalu dianalisis sesuai secara kualitatif kemudian disajikan
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kata kuburuan berasal dari kata dasar kubur, berasal dari bahasa
Arab yang berarti memendam, memasukkan, melupakan, mengebumikan.
Kata makam juga berarti tempat, tempat tinggal, dan kediaman.69 Kubur, dari
bahasa Arab adalah kata kerja (verba) yang berarti menanam atau
memendam sesuatu, biasanya jenazah seseorang atau bangkai hewan di
dalam tanah.70 Kuburan atau pekuburan adalah tempat dimana jenazah-
jenazah dikubur. Juga disebut pemakaman.71
Para ahli fiqih telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan
jenazah hukumnya adalah fardu kifayah(yang harus dilakukan) sebagaimana
halnya memandikan, mengafani dan mensalatkan. Kewajiban menguburkan
ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an Surah Al-Mursalat ayat 25-26 yang
artinya “ Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang
hidup dan orang-orang mati “. Selain itu juga dijelaskan pada Surah Abasa
ayat 21 yang artinya “ Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke
dalam kubur”
69 http://al-amien.ac.id/2008/11/30/makam-atau-maqam/, diakses tanggal 25 November 2016
70 http://wikipedia.org/wiki/kubur;, diakses tanggal 25 November 2016
71
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/03/17/BHS/mbm.20080317.BHS/mbm.20080
317.BHS126646.id.htm;, diakses tanggal 25 November 2016
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Pelayanan pemakaman di kota Makassar telah dinyatakan gratis oleh
pemerintah kota Makassar yang berpedoman pada  Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
A. Pelaksanaan pembebasan biaya lahan pemakaman di Kota
Makassar
Pembebasan biaya pemakaman di kota Makassar telah dinyatakan
gratis oleh pemerintah kota Makassar sebagaimana yang telah diatur pada
Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang menentukan
bahwa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi penduduk kota
dibebaskan dari retribusi meliputi ;
- Pengangkutan jenazah dalam wilayah kota;
- Pemakaman / penguburan dalam wilayah kota; serta
- Pengabuan mayat / pembakaran mayat dalam wilayah kota.72
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diatas
artinya segala urusan yang menyangkut dengan pemakaman termasuk biaya
mengenai lahan pemakaman tersebut dibebaskan dari retribusi. Dalam
pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan pemakaman itu sendiri,
masyarakat dapat dibebaskan dari biaya dengan mengikuti langkah-langkah
72 Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
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dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 8 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pasal 3 ayat 2:
“Persyaratan administrasi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan;
b. Keterangan meninggal dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit;
c. Keterangan dari Kepolisian Negara apabila meninggal tidak wajar;
d. Melampirkan foto copy Identitas bagi pelapor atau ahli waris.
Dan Pasal 3 ayat 3
“ Dalam hal Pejabat kelurahan tidak berada di tempat atau bertepatan pada
hari libur kerja, maka surat pengantar dari RT/RW dapat digunakan untuk
pelayanan pemakaman dengan ketentuan 1 X 24 jam atau hari kerja
berikutnya ahli waris haru melaporkan kepada kelurahan untuk dicatat dalam
buku register.”73
Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh penulis di Dinas
Lingkungan Hidup Daerah (dulunya bernama Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar) bagian UPTD Pemakaman tanggal 17 Januari
2017 Pukul 11. 35 WITA dengan narasumber yakni St. Khadijah Amiruddin
sebagai kepala sub bagian UPTD pemakaman mengatakan biaya untuk
73 Pasal 3 Ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah Kota Makassar No 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
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lahan pemakaman bagi penduduk kota Makassar sekaligus dengan biaya
penggalian lahan pemakamannya itu telah termasuk pelayanan gratis yang
diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar kecuali apabila jenazah yang
kuburannya diatur misalnya jenazah yang dimakamkan ditumpuk dengan
kuburan keluarganya, hal itupun harus sesuai dengan izin keluarga jenazah.
Pembebasan biaya lahan pemakaman seperti halnya  pengantaran jenazah
tidak dikenakan biaya apapun. Khadijah dalam wawancara juga mengatakan
bahwa pelaksanaan pembebasan biaya lahan pemakaman dijalankan
berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat sehingga masyarakat yang akan
mendapatkan pelayanan pemakaman secara gratis harus melengkapi
persyaratan administrasi yang telah diatur pada pasal 3 ayat 2 Peraturan
Daerah tersebut. Adapun persyaratan administrasi pelayanan pemakaman
dan pengabuan mayat berupa :
1. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh Kelurahan
2. Keterangan meniggal dari Rumah Sakit apabila meninggal di Rumah
Sakit
3. Keterangan dari kepolisian negara apabila meninggal tidak wajar
4. Melampirkan fotocopy identitas bagi pelapor atau ahli waris
Setelah melengkapi persyaratan administrasi yang tercantum dalam
Peraturan Daerah kemudian masyarakat akan diberikan surat izin
penguburan jenazah dan surat izin pemakaman. Surat izin penguburan
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jenazah adalah surat izin yang diberikan oleh Dinas Kesehatan yang
membuktikan bahwa individu tersebut telah meninggal dunia sedangkan
surat izin pemakaman merupakan surat yang diberikan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan surat pengantar agar
mendapatkan lahan secara gratis di TPU yang berada dibawah naungan
Pemerintah Kota Makassar.74
Sama halnya dalam Pelayanan Ambulance gratis juga harus mengikuti
persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan
Angkutan Jenazah (Ambulance), hal ini didasarkan pada Keputusan Kepala
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
(Nomor:060/50/S.Kep/DPK/VII/2015) Tanggal 31 Juli 2015. Adapun standar
pelayanan yang Angkutan Jenazah (Ambulance) yang telah ditentukan ialah
sebagai berikut :
Persyaratan :
1. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh Lurah
2. Keterangan meninggal dari Rumah Sakit apabila meninggal di Rumah
Sakit
3. Keterangan dari kepolisian negara apabila meninggal tidak wajar
4. Melampirkan fotocopy identitas bagi pelapor atau ahli waris
74 Hasil wawancara penulis dengan St. Khadijah Amiruddin selaku Kepala UPTD Pemakaman di Dinas
Lingkungan Hidup, pada tanggal 17 Januari 2017
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Prosedur
1. Staf Bagian Administrasi menerima dan memeriksa berkas pemohon
2. Staf Bagian Administrasi menyerahkan formulir permohonan
pengangkutan jenazah (ambulance) kepada pemohon untuk diisi
3. Staf Bagian Administrasi menerima dan memeriksa formulir
permohonan
4. Staf Bagian Administrasi membuat surat pengantar pengangkutan
jenazah (ambulance)
5. Staf Bagian Administrasi menyerahkan Surat Pengantar
Pengangkutan Jenzah (ambulance) kepada kepala UPTD
Pemakaman untuk ditandatangani
6. Kepala UPTD Pemakaman menerima dan menandatangani Surat
Pengantar Pengangkutan Jenazah (ambulance), selanjutnya
menyerahkan Surat Pengantar Ppenggalian kepada staf untuk
diregistrasi
7. Setelah ditandatangani, Staf Bagian Registrasi menerima Surat
Pengantar Pengangkutan Jenazah (ambulance) dari Kepala UPTD,
selanjutnya di register
8. Staf Administrasi menyerahkan Surat Pengantar Pengangkutan
Jenazah (ambulance) yang telah di register kepada pemohon
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Waktu Pelayanan adalah 60 menit apabila persyaratan telah
dipenuhi.75
Khadija dalam wawancara mengatakan bahwa retribusi pemakaman
yang dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya pelayanan
yang ditentukan seperti pada Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009
tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yakni biaya
pemiliharaan makam, penggunaan jasa mobil ambulance untuk pengantaran
keluar kota, serta pemakaman bagi penduduk luar kota. 76
Dalam pelaksanaan pembebasan biaya lahan pemakaman, sering
menimbulkan adanya konflik-konflik antara pemilik tanah dengan pemerintah
kota Makassar dalam hal pembebasan lahan yang nantinya akan dijadikan
sebagai lahan pemakaman. Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh
penulis tanggal 18 Januari 2017 Pukul 10.00 WITA di Dinas Lingkungan
Hidup Kota Makassar bagian UPTD Pemakaman dengan mewawancarai
Muhammad Ali selaku Kepala Pengelola Tempat Pemakaman Umum
Sudiang mengatakan bahwa masalah yang timbul dalam pembebasan biaya
lahan pemakaman seperti adanya orang yang tidak mengizinkan
dilaksanakan penggalian lahan pemakaman di atas tanah miliknya dan
meminta biaya ganti rugi apabila ada yang menggali lahan pemakaman
75 Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
Nomor:060/50/S.Kep/DPK/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015
76 Hasil wawancara penulis dengan St. Khadijah Amiruddin selaku Kepala UPTD Pemakaman di Dinas
Lingkungan Hidup, pada tanggal 17 Januari 2017
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diatas tanah miliknya padahal lahan pemakaman tersebut telah dibebaskan
oleh pemerintah, kemudian terdapat juga pungutan yang diminta oleh
pengurus-pengurus atau biasa disebut calo makam. 77 Kemudian dalam
wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Saharuddin di Posko
Pengelola TPU Sudiang pada tanggal 19 januari 2017 Pukul 14.30 WITA
mengatakan bahwa Pungutan-pungutan yang dilaksanakan biasanya
berkedok seperti pelayanan makam secara paket. Paket dalam pelayanan
tersebut telah mencakup memandikan jenazah, mengafankan jenazah,
mengantarkan jenazah, penyediaan lahan pemakaman, dan penggalian
makam. Semuanya telah dijadikan satu paket dengan mematok suatu harga
tertentu.78 Kemudian Khadija dalam wawancara di Dinas Lingkungan Hidup
Kota Makassar tanggal 17 januari 2017 juga mengatakan bahwa tanah yang
telah dinyatakan sebagai lahan TPU telah dibebaskan oleh Badan
Pertanahan Kota Makassar dan telah tertera dalam data yang diberikan oleh
badan pertanahan mengenai luas lahan yang dijadikan sebagai tempat
pemakaman umum. 79 Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar telah
bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar khususnya
UPTD pemakaman dalam hal menangani pembebasan lahan pemakaman.
77 Wawancara penulis dengan Muhammad Ali selaku Kepala Pengelola TPU Sudiang, pada tanggal 18
Januari 2017
78 Wawancara penulis dengan Saharuddin selaku Tukang Gali Makam TPU Sudiang, pada tanggal 19
Januari 2017
79 Wawancara penulis dengan St. Khadijah Amiruddin selaku Kepala UPTD Pemakaman di Dinas
Lingkungan Hidup, pada tanggal 17 Januari 2017
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Disamping itu, Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar melakukan
pengukuran lahan yang dimana lahan tersebut dianggarkan 800.000,00
permeternya kepada pemilik lahan. Dalam APBD, jumlah dana yang
dikucurkan untuk pembebasan lahan pemakaman didasarkan terhadap luas
lahan yang dibebaskan.
Adapun Data mengenai luas lahan pemakaman TPU yang diberikan Kepada
Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana pelayanan pemakaman sebagai
berikut;
No PEMAKAMAN LUAS KELURAHAN KECAMATAN
1 ISLAM DADI 33.148 MARICARAYA
SELATAN
MAMAJANG
2 ISLAM
BEROANGIN
45.976 PANNAMPU TALLO
3 ISLAM
PAROPO
58.500 PAROPO PANAKKUKANG
4 ISLAM
MACCINI
17.343 MACCINI MAKASSAR
5 ISLAM
SUDIANG
RAYA
10 Ha SUDIANG
RAYA
BIRINGKANAYA
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6 KRISTEN
PANAIKANG
51.500 PANAIKANG PANAKKUKANG
7 KRISTEN
PANNARA
34.570 ANTANG MANGGALA
8 KRISTEN
MANGGALA
3 Ha MANGGALA MANGGALA
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Selanjutnya penulis juga mewawancarai pihak keluarga berduka
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemakaman yang terjadi secara
realnya, Pertama, keluarga Alm. Irwan. Penulis mewawancarai Ahmad
sebagai putra dari Alm. Irwan, Ahmad mengatakan bahwa pada tahun 2012
membayar biaya pemakaman ayahnya di TPU Panaikang. Namun Ahmad
mengakui bahwa kuburan yang dibuat memang kuburan yang ditumpuk atau
dijejer dengan kuburan kakek dan neneknya atau kuburan dari ayah dan ibu
dari Alm. Irwan. Cara pengurusannya, Ahmad langsung mendatangi kantor
yang berada pada TPU Panaikang dengan membawa Surat Pengantar dari
Kelurahan. Untuk biaya perawatan makam diserahkan pada keluarga
almarhum, bisa dibayar perbulan ataupun dibayar pada saat keluarga datang
berziarah. Yang menjadi perawat dan pembersih makam adalah penjual
80 Data dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai Luas Lahan Pemakaman yang dikelola oleh pemerintah
kota makassar
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bunga yang berada di TPU Panaikang bukan pengelola TPU.81 Kedua,
keluarga bapak Alm. Penulis mewawancarai Shaleha sebagai Isteri dari Alm.
Said. Shaleha mengatakan bahwa Bapak Alm. Said tahir dimakamkan di TPU
Sudiang dan untuk pemakaman suaminya Shaleha diuruskan langsung oleh
saudaranya. Shaleha hanya membayarkan biaya sebesar 3.000.000,00 ,
semua biaya tersebut sudah termasuk alat untuk dimandikan, keranda
jenazah, ambulance, lahan pemakaman, penggalian makam, batu nisannya
sampai dengan pemasangan tenda untuk pelaksanaan ta’ziahnya.82 Dari
keterangan dari dua keluarga tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan pembebasan biaya pemakaman sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat masih ada Pihak-pihak yang melakukan pungutan
kepada Keluarga Almarhum. Ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No 8
Tahun 2009 tidak berjalan secara efektif dalam menangani pembebasan
biaya lahan pemakaman.
81 Wawancara dengan Ahmad selaku Anak dari Almarhum Bapak Irwan pada tanggal 3 Februari 2017
82 Wawancara dengan Ibu Shaleha selaku Istri Almarhum bapak Said Tahir tanggal 03 februari 2017
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B. Bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat
administrasi negara untuk mengefektifkan pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Makassar No 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat.
Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat merupakan landasan, acuan, ataupun dasar yang
digunakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan fungsinya
khususnya menghapuskan biaya untuk pelayanan pemakaman di Kota
Makassar. Penghapusan biaya pelayanan pemakaman merupakan upaya
pemerintah Kota Makassar untuk mensejahterakan masyarakat yang
terkendala mengenai biaya saat ingin memakamkan keluarganya. Untuk
mewujudkan kesejahteraan tersebut, Pemerintah Kota Makassar membuat
suatu kebijakan dengan mengratiskan pelayanan pemakaman di kota
Makassar sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota
Makassar No 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat yakni Penguburan/Pemakaman di kota Makassar, Pengantaran
Jenazah, dan Pengabuan Mayat.
Kebijakan Pemerintah yang dibuat tidak selamanya akan berjalan
dengan baik, pasti akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang
terjadi di masyarakat. Seperti halnya dengan pelayanan pemakaman yang
telah dijanjikan oleh Pemerintah Kota Makassar bahwa biaya pelayanan
pemakaman telah ditanggung oleh Pemerintah Kota. Namun pada
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kenyataannya, terdapat pungutan-pungutan yang terjadi di lapangan sudah
menjadi hal yang mutlak terjadi dan hal tersebut tentunya sangat merugikan
masyarakat dan telah merusak nama dari Pemerintah Kota Makassar.
Dalam wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan Khadijah
dapat disimpulkan bahwa pungutan-pungutan yang terjadi di lapangan atau
TPU sudah menjadi persoalan yang terjadi dari tahun-ketahun. Persoalan
mengenai pungutan-pungutan yang dilakukan oleh beberapa pihak
dilapangan diakui memang telah sering terjadi. Banyak laporan-laporan dari
masyarakat mengenai adanya segelintir orang yang meminta biaya mengenai
lahan pemakaman (tanah yang di galikan untuk masyarakat yang meninggal
dunia) serta pengurusan seperti biaya ambulance dan biaya penggalian
makam. Ini menimbulkan pertanyaan bahwa siapakah pihak yang mengambil
keuntungan dari pelaksanaan pembebasan biaya pemakaman ini. Apakah
tukang gali kubur atau memang terdapat segelintir orang yang memanfaatkan
keadaan seperti ini?
Pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Pengelola TPU atau biasa
disebut sebagai Mandor di Kota Makassar merupakan pejabat yang diangkat
oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Kemudian Kepala pengelola TPU
menunjuk beberapa orang yang dijadikan sebagai tukang gali kubur dan
dibuatkan surat keputusan. Dalam wawancara yang dilaksanakan penulis
dengan Khadijah mengatakan bahwa adanya pungutan-pungutan biaya yang
diminta oleh beberapa orang bukan merupakan pejabat yang telah di SK kan
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oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Pengelola makam tidak pernah
melakukan pungutan-pungutan biaya kepada keluarga almarhum, namun
sesuai dengan yang diakuinya memang terdapat segelintir orang yang
mengaku sebagai “pengurus” yang menawarkan kepada keluarga untuk
menguruskan pemakaman keluarganya mulai dari memandikan jenazah
hingga memakamkan jenazah. Hingga saat ini pengurus tersebut tidak
diketahui identitasnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah.83
Kemudian penulis melaksanakan wawancara dengan Saharuddin,
salah seorang tukang gali kubur di TPU sudiang, dalam wawancara penulis
dengan Saharuddin menegaskan bahwa pihak-pihak yang meminta biaya
dalam pelaksanaan pelayanan pemakaman merupakan seseorang yang
bukan dari pihak pengelola TPU, melainkan pengurus-pengurus yang
menawarkan paket pemakaman mulai dari pengantaran jenazah sampai
perawatannya dan menargetkan harga yang cukup banyak. Saharuddin
terang-terangan mengatakan bahwa pengurus-pengurus yang meminta
pungutan-pungutan biaya biasanya dari pihak-pihak swasta yang tidak
bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan
pembebasan biaya pemakaman. Contohnya seperti pengantar jenazah dari
rumah sakit swasta, usaha mobil antar jenazah atau ambulance yang
83 Wawancara penulis dengan St. Khadijah Amiruddin selaku Kepala UPTD Pemakaman di Dinas
Lingkungan Hidup, pada tanggal 17 Januari 2017
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didirikan oleh beberapa orang yang tidak memiliki keterkaitan dengan
Pemerintah dalam pelaksanaan pembebasan biaya pemakaman, dan bahkan
ada semacam Calo yang menawarkan paket pemakaman. Kemudian
Saharuddin juga mengatakan sudah banyak masyarakat yang mengadu
kepada pengelola TPU terkait pungutan biaya yang diminta oleh segelintir
orang yang biayanya hingga mencapai Rp. 5.000.000,00 rupiah demi
pengurusan jenazah mulai dari pengantaran jenazah hingga perawatan
pemakamannya.
Selanjutnya Saharuddin dalam wawancara mengatakan bahwa tukang
gali kubur tidak pernah menambahkan atau menetapkan biaya pelayanan
pemakaman seperti penggalian lahan makam dan pengantaran jenazah
karena telah terdapat penekanan langsung dari Kepala UPTD Pemakaman,
hanya saja biasanya ada keluarga almarhum yang sering memberikan uang
tambahan seperti uang sukarela84
Hingga saat ini, belum ada sanksi atau hukuman yang jelas dari Dinas
Lingkungan Hidup namun untuk mencegah dan meminimalisir hal tersebut,
Khadijah sebagai kepala UPTD Pemakaman sering melakukan peninjauan ke
TPU-TPU setiap minggunya dan memberikan penekanan kepada para
mandor untuk lebih ketat mengawasi aktivitas “calo makam” dan khadijah
84 Wawancara penulis dengan Saharuddin selaku Tukang Gali Kubur TPU Sudiang, pada tanggal 19
Januari 2017
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juga merencanakan akan memanggil langsung, memberikan  teguran  dan
sanksi apabila telah diketahui siapa pihak yang menjadi calo makam
tersebut. Padahal sebenarnya mengenai sanksi bagi pelanggar telah
ditetapkan oleh pemerintah kota Makassar dalam pelaksanaan pelayanan
pemakaman dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2009
tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Dalam pasal 17
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2009 tentang Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat mengenai Ketentuan Pidana
menentukan bawa Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)85
85 Wawancara penulis dengan St. Khadijah Amiruddin selaku Kepala UPTD Pemakaman di Dinas
Lingkungan Hidup, pada tanggal 17 Januari 2017
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan pembebasan biaya lahan pemakaman dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 tahun
2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat yakni
pada pasal 3 ayat 1 yang menentukan hal-hal yang dibebaskan dari
retribusi meliputi pengantaran jenazah dalam wilayah kota, penggalian
dan penguburan jenazah dalam wilayah kota serta pengabuan mayat.
Akan tetapi di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, masih
ada pihak-pihak yang melakukan tindakan pungutan liar terhadap
masyarakat yang ingin mengurus pemakaman keluarganya, sehingga
dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut banyak yang tidak sesuai
dengan prosedural yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Daerah
Nomor 8 tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat. Ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak
berjalan secara efektif
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar
dalam menangani permasalahan pemakaman di kota Makassar
sehingga maraknya terjadi pungutan di lokasi pemakaman. Upaya
pemerintah kota Makassar menimalisir terjadinya pungutan tersebut
yakni dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 tahun
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2009 tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat masih
belum efektif atau dapat dikatakan belum berhasil. Untuk
mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, Dinas
Lingkungan Hidup sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk
menangani permasalahan pemakaman telah melaksanakan
pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
beberapa pihak yang melakukan pungutan biaya di lokasi. Salah satu
bentuk pengawasan yang dilakukan yakni dengan melakukan
peninjauan langsung ke lokasi pemakaman tiap minggunya,
menekankan pada pengelola TPU untuk melaporkan ke Dinas
Lingkungan Hidup apabila ada pihak yang melakukan pungutan dalam
hal pemakaman, serta merencanakan akan membuat sanksi yang tegas
untuk pihak-pihak yang melanggar Peraturan daerah No 8 tahun 2009
tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
B. SARAN
1. Dengan melihat masih maraknya terjadi pungutan liar dalam pelayanan
pemakaman dan dengan mempertimbangkan bahwa Peraturan daerah
tersebut belum menekankan mengenai pembebasan lahan serta
kurangnya penekanan berupa sanksi kepada pihak-pihak yang
melakukan pungutan liar sehingga Pemerintah Kota Makassar perlu
membuat Peraturan Walikota yang lebih menekankan dalam
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menjalankan pelayanan pemakaman yang telah dibebaskan dari
retribusi atau merevisi kembali Peraturan Daerah Kota Makassar No 8
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
untuk lebih menekankan sanksi bagi para pihak yang melanggar
Peraturan yang ada. dan .
2. Sebaiknya UPTD Pemakaman, memberikan sikap tegas pada kegiatan-
kegiatan “calo makam” bukan hanya memberikan sebuah teguran
apabila diketahui orangnya. Sikap tegas yang harus diberikan kepada
“calo makam” sebaiknya berupa denda sebanyak-banyaknya
50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ataupun kurungan paling lama
10 (sepuluh) tahun Karena telah diketahui bahwa kegiatan “calo
makam” telah ada sejak beberapa tahun belakangan ini yang merugikan
tidak hanya masyarakat tetapi juga nama baik dari UPTD Pemakaman
dan Pemerintah.
90
DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori
Peradilan(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-
Undang((legisprudence). Jakarta: Kencana.
Aminuddin Ilmar. 2012. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN.
Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
, 2013. Hukum Tata Pemerintahan. Makassar : Identitas
Universitas hasanuddin.
, 2014. Membangun Negara Hukum Indonesia. Makassar:
Phinatama Media.
Jimly Asshiddiqie. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata negara. Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada.
Juniarso Ridwan Dkk. 2014. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan
Pelayanan Publik. Bandung : Nuansa Cendekia.
Mas Bakar. 2010, Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi.
Yogyakarta: Rangkang Eduction.
Muhammad Djafar Saidi. 2014. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada.
Ni’matul Huda. 2005. Otonomi Daerah (filosofi ,sejarah perkembangan, dan
problematika). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Nurul Qamar. 2013. Hak Asasi manusia dalam Negara Hukum Demokrasi.
Jakarta: Sinar Grafika.
Phillipus M Hadjon. DKK. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Negara.
Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo
Persada.
91
Romi Libryianto. 2012. Ilmu Negara (Suatu Pengantar). Makassar : Pustaka
Refleksi.
S.P. Siagian. 1990. Filsafat Administrasi. Jakarta : Gunung Agung Jakarta.
Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.
Jakarta : Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.
Jakarta : Rajawali Pers.
Victor M Situmorang. 1998. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam
Ligkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta : Rineka Cipta.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945.
UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1987 TENTANG PENYEDIAAN
DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT
PEMAKAMAN.
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO 8 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.
LAIN-LAIN
Biaya Pemakaman di TPU Kota Makassar tak Gratis?, http://kedai-
berita.com/2016/09/09/biaya-pemakamam-di-tpu-kota-
makassar-tak-gratis/, diakses pada tanggal 23 November 2016
pukul 16:26 WITA
http://al-amien.ac.id/2008/11/30/makam-atau-maqam/, diakses tanggal 25
November 2016 pukul 10.40 WITA
92
http://wikipedia.org/wiki/kubur;, diakses tanggal 25 November 2016 pukul
12.12 WITA
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/03/17/BHS/mbm.20080317.B
HS/mbm.20080317.BHS126646.id.htm;, diakses tanggal 25
November 2016 pukul 12.21 WITA
Pembagian urusan pemerintahan daerah – undang undang no 23 tahun
2014,http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-
daerah-uu-no-232014/, diakses tanggal 26 November 2016
pukul 10.37 WITA
Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto,
https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-
hukum-menurut-soerjono-soekanto/, diakses tanggal 03
desember 2016 pukul 09.04.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar
Bidang Sosial Di Kota Makassar,
http://ojs.unm.ac.id/indek.php/iap/article/download/1817/814,
diakses tanggal 05 desember 2016 pukul 05.08 WITA
Berapa biaya pajak pekuburan di Sudiang,
http://makassar.tribunnews.com/tag/dinas-kebersihan-dan-
pertamanan-kota-makassar, diakses tanggal 05 desember 2016
pukul 10.48 WITA.
Pengertian Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
diakses tanggal 29 Januari 2017 pukul 23.34 WITA
Repository.unhas.ac.id diakses tanggal 02 maret 2017 pukul 17.46 WITA
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
DI KOTA MAKASSAR
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8 TAHUN 2009
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2009
WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 8 TAHUN  2009
TENTANG
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
DI KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,
Menimbang  : a. bahwa pemakaman  dan pengabuan
mayat yang merupakan hak dasar bagi
penduduk Kota   Makassar sehingga
pelayanaan pemakaman dan pengabuan
mayat perlu diarahkan dalam rangka untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka peningkatan
pelayanan di bidang pemakaman dan
pengabuan mayat, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Ujung Pandang
Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya
Ujung Pandang Nomor 12 Tahun 1999
Seri B Nomor 2) dipandang tidak sesuai
lagi dengan perkembangan dan
kebutuhan masyarakat sehingga perlu
ditinjau untuk ditetapkan kembali sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
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c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Kota Makassar tentang
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat di Kota Makassar.
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah di
Sulawesi  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun   1959   Nomor   74,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
(Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
1971 tentang Perubahan Batas-batas
Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa,Maros dan
Pangkajene dan Kepulauan dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
1999 tentang Perubahan Nama Kota
Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor
2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang (Lembaran Daerah Kota
Makassar Nomor 11 Tahun 1988 Seri D
Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG PELAYANAN  PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA
MAKASSAR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kota adalah Kota Makassar;
b. Walikota adalah Walikota Makassar;
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c. Pemerintah Kota Makassar selanjutnya disingkat Pemerintah
Kota adalah perangkat kota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Kota Makassar;
d. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang
pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Makassar;
e. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga
Negara Asing (WNA) yang berdomisili dan bertempat tinggal
di Kota Makassar;
f. Penduduk kota adalah adalah Penduduk yang bertempat
tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki identitas
kependudukan;
g. Penduduk luar kota adalah penduduk yang tidak bertempat
tinggal tetap dalam Kota Makassar;
h. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah Kota
dalam bidang penyediaan sarana pemakaman dan
pengabuan mayat;
i. Pemakaman adalah memasukkan jenazah kedalam suatu
liang lahad atau mengebumikan pada tempat pemakaman
yang telah disiapkan oleh pemerintah kota atau orang pribadi,
badan hukum perdata dan badan lainnya;
j. Pengabuan adalah pembakaran jenazah yang dilakukan
pada suatu tempat pengabuan yang telah disiapkan oleh
pemerintah kota atau orang pribadi,badan hukum perdata
dan badan lainnya;
k. Tempat pemakaman dan pengabuan mayat adalah sarana
yang disiapkan oleh pemerintah kota untuk pemakaman dan
pengabuan mayat kepada penduduk kota dan penduduk luar
kota;
l. Tempat Pemakaman Khusus, pengabuan dan penitipan
mayat khusus adalah sarana yang disiapkan oleh orang
pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya untuk
pemakaman, pengabuan dan penitipan mayat;
m. Mobil jenazah atau angkutan jenazah lainnya adalah mobil
atau angkutan lainnya yang secara khusus disediakan untuk
mengantar jenazah.
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BAB II
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
Pasal 2
(1) Pemerintah Kota menyiapkan pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat bagi penduduk kota maupun Penduduk
Luar Kota;
(2) Pelayanan dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
a. Pengangkutan jenazah;
b. Pemakaman / pengabuan;
c. Penggalian makam dan pemindahan mayat;
d. Pemugaran makam.
BAB III
PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN
Pasal 3
(1) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi
penduduk kota dibebaskan dari retribusi meliputi :
a. Pengangkutan jenazah dalam wilayah kota;
b. Pemakaman / penguburan mayat dalam wilayah kota;
c. Pengabuan / pembakaran mayat dalam wilayah kota.
(2) Persyaratan administrasi pelayanan pemakanan dan
pengabuan mayat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
meliputi:
a. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan;
b. Keterangan meninggal dari rumah sakit apabila
meninggal di rumah sakit;
c. Keterangan dari Kepolisian Negara apabila meninggal
tidak wajar;
d. Melampirkan foto copy Identitas bagi pelapor atau ahli
waris.
(3) Dalam hal pejabat kelurahan tidak berada ditempat atau
bertepatan pada hari libur kerja, maka surat pengantar dari
RT/ RW dapat digunakan untuk pelayanan pemakaman
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dengan ketentuan 1 X 24 jam atau hari kerja berikutnya
ahli waris harus melaporkan kepada kelurahan untuk
dicatat dalam buku register.
BAB IV
BIAYA PELAYANAN
Pasal 4
(1) Biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
meliputi:
a. Pemeliharaan makam dimulai tahun
kedua Rp. 50.000,-/thn
b. Sewa tempat penitipan abu mayat Rp. 100.000,-
c. Izin penggalian kembali makam /
pemindahan mayat Rp 100.000,-
d. Izin pemugaran makam Rp. 250.000,-
(2) Sewa penggunaan mobil jenazah ke luar Kota:
a. Sampai dengan jarak 100 Km Rp. 500.000,-
b. Jarak 101-200 Km Rp. 750.000,-
c. Jarak 201-300 Km Rp. 1.000.000,-
d. Jarak 301-400 Km Rp. 1.250.000,-
e. Jarak 401-500 Km Rp. 1.500.000,-
f. Jarak di atas 501 Km Rp. 2.000.000,-
(3) Penduduk luar kota yang dimakamkan dalam kota
dikenakan retribusi :
a. Pengangkutan dengan mobil jenazah Rp.   200.000,-
b. Pemakaman / penguburan mayat Rp. 250.000,-
c. Pengabuan / pembakaran mayat Rp. 250.000,-
(4) Persyaratan administrasi pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat meliputi:
a. Surat pengantar dari RT/RW diketahui oleh kelurahan;
b. Keterangan meninggal dari rumah sakit apabila
meninggal di rumah sakit;
c. Keterangan dari Kepolisian Negara apabila meninggal
tidak wajar;
d. Melampirkan foto copy identitas pelapor atau ahli waris.
(5) Dalam hal pejabat kelurahan tidak berada ditempat atau
bertepatan pada hari libur kerja, maka surat pengantar
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dari RT/RW dapat digunakan untuk pelayanan
pemakaman dengan ketentuan 1 X 24 jam atau hari kerja
berikutnya ahli waris harus melaporkan kepada kelurahan
untuk dicatat dalam buku register.
BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF
PELAYANAN
Pasal 5
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi serta sewa penggunaan mobil
jenazah luar Kota;
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan pengguna
sewa mobil jenazah.
BAB VI
TEMPAT PEMAKAMAN
Pasal 6
Tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman khusus
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan
dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.
Pasal 7
Penunjukan lokasi, perluasan, pemindahan dan penutupan
tempat pemakaman dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan
Peraturan atau Keputusan Walikota.
Pasal 8
Tempat pemakaman khusus, pengabuan dan penitipan mayat
khusus, terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari
Walikota.
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BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 9
(1) Setiap jenazah yang dimakamkan pada tempat
pemakaman umum harus terlebih dahulu mendapat izin
tertulis dari SKPD atau jenazah yang dimakamkan pada
pemakaman khusus dilaporkan kepada RT/RW;
(2) Makam yang tidak dibayar retribusi pemeliharaannya dan
terbengkelai serta tidak terawat setelah jangka waktu 10
(sepuluh) tahun lokasinya dapat dipergunakan kembali oleh
Pemerintah Kota;
(3) Setiap makam hanya dapat ditembok, dipagar, diatapi dan
dihiasi setelah mendapat izin dari SKPD sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh Walikota;
(4) Surat keterangan pemakaman hanya diberikan oleh SKPD
kepada ahli waris apabila yang bersangkutan
memperlihatkan:
a. Surat Keterangan Kematian dari RT/RW yang
diketahui oleh kelurahan;
b. Pelunasan biaya pemakaman bagi penduduk luar kota.
Pasal 10
(1) Guna memudahkan pengangkutan jenazah, Pemerintah
Kota menyediakan mobil jenazah atau angkutan lainnya,
baik angkutan jenazah milik Pemerintah Kota maupun milik
swasta yang dipakai oleh Pemerintah Kota dengan sistem
sewa atau sistem lain sesuai ketentuan yang berlaku;
(2) Orang pribadi, badan hukum perdata atau badan lainnya
dapat menyediakan mobil pengangkut jenazah atau
angkutan lainnya dengan terlebih dahulu didaftarkan
kepada SKPD.
Pasal 11
(1) Setiap makam diberi tanda berupa nisan atau semacamnya
dengan sistem dan penomoran sesuai yang ditetapkan
SKPD;
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(2) Penomoran dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sama
dengan nomor urut pada buku register yang ada pada
SKPD;
(3) Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ini memuat:
a. Tanggal dan lokasi pemakaman jenazah;
b. Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama /
kepercayaan dan domisili terakhir, tanggal dan tempat
meninggal dunia, penyebab kematiannya, besarnya
retribusi serta nama dan domisili ahli waris.
(4) Setiap makam disediakan tempat dengan ukuran maksimal
panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan dalam
minimal 1 (satu) meter.
Pasal 12
Perizinan pengelolaan pemakaman khusus, pengabuan dan
penitipan mayat khusus akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.
BAB VIII
LARANGAN
Pasal 13
Setiap orang / penduduk dilarang:
1. Melakukan pemakaman jenazah tidak pada tempat yang
ditentukan;
2. Menggali makam dan memindahkan jenazah tanpa izin
tertulis dari SKPD;
3. Menyimpan mayat lebih dari satu kali duapuluh empat jam,
kecuali ditentukan lain oleh SKPD;
4. Syarat dan tata cara menyimpan mayat sebagaimana
dimaksud angka 3 Pasal ini diatur lebih lanjut oleh SKPD.
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BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang
bayar dikenakan sanksi administratif denda 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan
ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 15
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan
Pemerintah Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini.
Pasal 16
(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran
Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat
kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
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h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya;
i mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
(1). Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Dokumen pemakaman dan pengabuan mayat yang
dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku;
(2) Tempat pemakaman khusus dan pengabuan mayat
khusus yang belum memiliki izin, maka pada saat
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berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin tertulis
dari Walikota;
(3) Pada saat Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota
secepatnya melakukan pendataan dan menetapkan
standar pengelolaan pemakaman khusus.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaanan Peraturan Daerah ini
diatur dengan Peraturan Walikota atau Keputusan
Walikota;
(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Pandang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran
Daerah Kotamadya Ujung Pandang Nomor 12 Tahun 1999
Seri B Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.
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Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 September 2009
WALIKOTA MAKASSAR,
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
H. M. ANIS ZAKARIA KAMA
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8  TAHUN 2009.
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